
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PADA

UNIT LAYANAN PENGADAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

a.

1.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan

barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,

dipandang perlu menetapkan Standar Operasional

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan

Pengadaan Provinsi Kalimantan Utara,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu§ menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan

Pengadaan Provinsi Kalimantan Utara,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun

2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038};

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5362);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 5);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Tahun 2011 Nomo 310);

3.

4,

5.

6.

7.



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun

2011 Nomo 704);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun

2014 Nomo 2003);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012

tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Tahun 2012

Nomo 501);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor

5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA
PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PROVINSI
KALIMANTAN UTARA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan

Utara.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD,

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah

yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di bawah koordinasi Biro

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Unit Layananan Pengadaan adalah Kepala Unit Layanan

Pengadaan Barang/Jasa.
Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok

kerja yang terdiri dari Pengawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian

pengadaan barang/jasa pemerintah yang berjumlah gasal dan

beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai

dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan

pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan

pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa

oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai

dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan

untuk memperoleh barang/jasa.

Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan barang dan/atau jasa milik negara/daerah di masing-

3.

4.

5.

7.

3

8.

masing Kementerian/Lembaga /Daerah/Institusi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda

bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang

pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga yang

berwenang.

Aplikasi Si-PBJP adalah aplikasi sistem informasi manajemen

pengadaan barang/jasa dan tata kelola dokumen pengadaan yang

diselenggarakan oleh ULP Provinsi Kalimantan Utara.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut Pengadaan

Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan

untuk memperoleh Barang/Jasa.
Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan

tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat

yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

pengadaan barang/jasa.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat

yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima

hasil pekerjaan.
Aparat Pengawas Interen Pemerintah atau pengawas interen pada

institusi lain yang selanjutnya disingkat APIP, adalah aparat yang

melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi.
Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk

mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam

pengadaan barang/jasa.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan

yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa

lainnya.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26,

27.

28.

29,

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan

dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik

lainnya.
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang

mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu

yang mengutamakan keterampilan (skiliware) dalam suatu sistem

tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan

suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan /atau penyediaan jasa selain

jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan

barang.
Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan

kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk

menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui

penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya

direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh

Kementerian /Lembaga/Daerah/Institusi sebagai penanggung jawab

anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja

ULP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para

pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak

adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA atau PPK dengan penyedia

barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh

semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang

memenuhi syarat.

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan

konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang

mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang

kompleks.



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38,

39,

40.

41.

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia

barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan
konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Seleksi Umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi

untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa
konsultansi yang memenuhi syarat.
Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi

untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang

memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang

harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang

memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga

pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan

harga satuan.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa

dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung

kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/

seleksi/penunjukan langsung.
Jaminan pengadaan barang/jasa terdiri dari jaminan pelaksanaan,

jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan.

Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi

tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang

didesain khusus dan / atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp.

100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Pengadaan secara elektronik atau e-procurement adalah pengadaan

barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi

informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan

perundangundangan.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat

LPSE adalah unit kerja SKPD yang dibentuk untuk menyelenggarakan

sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.



42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa

yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua

penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara

elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam

waktu yang telah ditentukan.

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi

elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga

barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui

sistem katalog elektronik.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh

Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan

yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, adalah

serangkaian tahapan kegiatan yang bersifat baku dan ditetapkan dalam

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ULP;

Efektif, berarti SOP dapat menjamin proses pengadaan

berlangsung mencapai sasaran yang ditetapkan.

Efisien, berarti SOP menjamin pengadaan barang/jasa harus

diusahakan dengan menggunakan dana dan biaya yang terbatas untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai

pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi

pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa,

sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta

bagi masyarakat luas pada umumnya.

Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan

maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum

pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-pronsip

serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Dinamis, berarti disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tidak kaku.

Mudah, artinya dapat dipahami dan diterapkan. Ini berarti SOP

tidak menimbulkan multi tafsir dan dapat dengan mudah diterapkan.



Bagian Kedua

Azas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

SOP disusun dengan azas efektif, efisien, transparan, akuntabel,

dinamis, mudah dipahami dan diterapkan.

Pasal 3

Penyusunan SOP dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara.

Pasal 4

Tujuan penyusunan SOP sebagai berikut :

(1) efisien dan efektivitas proses penyelenggaraan pengadaan

barang/jasa;
(2) ketertiban administrasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa,

dan

(3) meningkatkan efektivitas koordinasi antara ULP dengan Perangkat

Daerah.

BAB II

MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

(1) Mekanisme proses pengadaan barang/jassa Pemerintah dilakukan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

(2) Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana

dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Bagan Alur Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah

sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Il yang

merupakan bgian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

NAMA JABATAN PARAF
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LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT
LAYANAN PENGADAAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA E-PROCUREMENT

i. PERENCANAAN KEGIATAN LELANG

1. SKPD mengirimkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada

ULP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak KUA PPAS

disahkan dan pada perubahan anggaran selambat-lambatnya 20

(dua puluh) hari setelah ditetapkan perubahan KUA PPAS, tanpa

mengurangi kewajiban untuk mengumumkan di SiRUP LPSE.
2. Rencana Umum Pengadaan (RUP) sekrang-kurangnya memuat :

a.

b.

Cc.

Nama dan alamat Pengguna Anggaran;
Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;

Lokasi paket pekerjaan;
d, Perkiraan besaran biaya;

Untuk paket yang dilelangkan sebelum APBD disahkan, harus

diberikan tanda dan dimasukkan 2 (dua) klausul sebagai berikut:

- Proses pelelangan dapat dibatalkan apabila DIPA/DPA tidak

ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang

ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan,

Kepada penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan ini

e.

tidak diberikan ganti rugi.

3. ULP hanya melaksanakan pelelangan berdasarkan Rencana Umum

Pengadaan (RUP) sebagaimana dimaksud poin 1 yang terkategori

sebagai pelelangan oleh ULP menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

I. ALUR PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK

A. Sistem Pasca Kualifikasi

kegiatan;

PA/KPA masing-masing SKPD menetapkan PPK untuk setiap



10.

11.

PA dari masing-masing SKPD mengajukan nama-nama PPK

setiap kegiatan Lelang kepada LPSE dan Unit Layanan

Pengadaan Provinsi Kalimantan Utara,
LPSE memberikan User ID dan Password kepada masing-

masing PPK;
ULP memberikan User ID dan Password Aplikasi Si-PBJP

kepada masing-masing PPK.

PPK menyampaikan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada

ULP sebagai bahan untuk menyusun dokumen pengadaan

melalui Aplikasi SI-PBUP yang terdiri dart :

a. rancangan SPK; atau

b. rancangan surat perjanjian termasuk:

1) syarat-syarat umum Kontrak,

2) syarat-syarat khusus Kontrak;

3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar

4) daftar kuantitas dan harga; dan

5) dokumen lainnya.
c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kepala ULP menetapkan anggota Pokja ULP yang akan menjadi

kelompk kerja (Pokja) untuk paket sebagaimana yang dimaksud

pada poin 5 dengan menerbitkan Surat Perintah;

Kepala ULP mengirimkah Surat Perintah sebagaimana yang

dimaksud pada poin 6 kepada LPSE Provinsi Kalimantan Utara;

LPSE memberikan User ID dan Password kepada anggota pokja

untuk masing-masing kegiatan lelang;

Pokja mendapatkan data kelengkapan lelang;

Pokja menetapkan dokumen pengadaan dan dapat mengusulkan

perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis

pekerjaan :

a. Jika ada perubahan dan ketidaklengkapan dokumen

pelelangan, Pokja mengirimkan permohonan

perubahan/penjelasan kepada PPK melalui ULP,

b. Jika tidak ada perubahan, Pokja melakukan penyusunan

dokumen pelelangan.

Pokja mengumumkan pelelangan melalui media yang telah

ditetapkan :

a. LPSE Provinsi Kalimantan Utara;

3.

4.

5.

6.

8.

9,

b. Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;



12.

13.

14.

15.

16.

c. Papan pengumuman resmi pemerintah.

Pokja melakukan penjelasan pekerjaan secara online melalui

Aplikasi SPSE tanpa tatap muka pada waktu yang telah

ditetapkan dalam jadwal pelelangan :

a. Pokja dapat memberikan informasi yang dianggap penting

terkait dengan dokumen pengadaan;

b. Pokja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia

barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

c. Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat

pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian

Penjelasan,
d. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan

informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan dan Berita

Acara Pemberian Penjelasan, Pokja dibantu tim atau tenaga

ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) yang telah

ditetapkan PA/KPA dapat melaksanakan proses pemberian

penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi

pekerjaan;
e. Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam

Berita Acara Penjelasan Lanjutan dan diungggah (upload)

pada aplikasi SPSE oleh Pokja ULP;

f. Adendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara

berulang dengan mengunggah (upload) adendum dokumen

pengadaan melalui aplikasi SPSE paling kurang 2 (dua) hari

sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran,

apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan

kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen

penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir

pemasukan penawaran.
Jika ada perubahan dalam dokumen pengadaan, pokja

menyampaikan kepada PPK untuk disetujui.

Penyedia barang/jasa mengunduh dokumen pengadaan dan

mengupload dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE sesuai

dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pokja mengunduh dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dengan

jadwal yang telah ditetapkan.
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Jika diperlukan, Pokja dapat melakukan ekspose hasil hasil

evaluasi terhadap dokumen penawaran sebelum penetapan

pemenang pelelangan di hadapan ULP dan jika diperlukan

dihadapan tim ahli.

Pokja menetapkan pemenang lelang.

Pengumuman pemenang lelang dilakukan melalui website

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, papan pengumuman

resmi untuk masyarakat; serta Portal Pengadaan Nasional

melalui LPSE.

Jika ada sanggahan yang diajukan oleh peserta lelang maka

pokja membuat jawaban atas sanggah yang diterima.

Jika ada pengaduan yang dilakukan oleh peserta lelang atau

masyarakat terhadap hasil pelelangan, maka Pokja dapat

membantu tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk meyusun

jawaban atas pengaduan yang diterima.

Pokja mengirimkan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK

melalui Kepala ULP sebagai dasar diterbitkannya SPBBUJ.

a. Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPBBJ karena tidak

sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan

kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :

1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan

evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal.

2) Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP, maka

PA/KPA memutuskan penetapan pemenang olha Pokja

ULP bersifat Final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk

menerbitkan SPPBuJ.

b. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka

PPK menerbitkan SPPBJ.

B. Sistem Prakualifikasi

1. PA/KPA masing-masing SKPD menetapkan PPK untuk setiap

kegiatan.
. PA dari masing-masing SKPD mengajukan nama-nama PPK setia2.

kegiatan Lelang kepada LPSE dan Unit Layanan Pengadaan

Provinsi Kalimantan Utara;

LPSE memberikan User ID dan Password kepada masing-masing

PPK;

3.



4.

10.

11.

12.

13.

ULP memberikan User ID dan Password Aplikasi Si-PBJP kepada

masing-masing PPK.

PPK menyampaikan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada

ULP sebagai bahan untuk menyusun dokumen pengadaan

melalui Aplikasi SI-PBJP yang terdiri dari :

a. rancangan SPK;, atau

b. rancangan surat perjanjian termasuk:

1) syarat-syarat umum Kontrak;

2) syarat-syarat khusus Kontrak;

3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar

4) daftar kuantitas dan harga; dan

5) dokumen lainnya.
c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kepala ULP menetapkan anggota Pokja ULP yang akan menjadi

kelompk kerja (Pokja) untuk paket sebagaimana yang dimaksud

pada poin 5 dengan menerbitkan Surat Perintah;

Kepala ULP mengirimkah Surat Perintah sebagaimana yang

dimaksud pada poin 6 kepada LPSE Provinsi Kalimantan Utara;

LPSE memberikan User ID dan Password kepada anggota pokja

untuk masing-masing kegiatan lelang;

Pokja mendapatkan data kelengkapan lelang;

Pokja menetapkan dokumen pengadaan dan dapat mengusulkan

perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis

pekerjaan :

c. Jika ada perubahan dan ketidaklengkapan dokumen

pelelangan, Pokja mengirimkan permohonan

perubahan/penjelasan kepada PPK melalui ULP;

d. Jika tidak ada perubahan, Pokja melakukan penyusunan

dokumen pelelangan.

Pokja mengumumkan pelelangan melalui media yang telah

ditetapkan :

a. LPSE Provinsi Kalimantan Utara;

b. Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,

c. Papan pengumuman resmi pemerintah.

Jika diperlukan, Pokja melaksanakan penjelasan dokumen

Prakualifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Penyedia barang/jasa meng-upload dokumen prakuailifikasi

5.

6.

7.

8.

9.

melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
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15.

16.
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18.

Pokja mengunduh dokumen prakualifikasi yang telah dikirimkan

oleh penyedia barang/jasa.

Pokja melakukan evaluasi prakualifikasi sesuai dengan

peraturan yang berlaku, pokja dapat meminta penyedia

barag/jasa melengkapi kekurangan dokumen prakualfikasi yang

telah diupload sebelum batas terakhir jadwal upload dokumen

prakualifikasi.
Pokja menetapkan daftar hasil prakualfikasi.

Pokja mengumumkan hasil prakualifikasi melalui media :

a. website Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; serta

c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Pokja melakukan penjelasan pekerjaan secara online melalui

Aplikasi SPSE tanpa tatap muka pada waktu yang telah

ditetapkan dalam jadwal pelelangan :

a. Pokja dapat memberikan informasi yang diangggap penting

terkait dengan dokumen pengadaan;
b. Pokja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia

barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

c. Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat

pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian

Penjelasan;
d. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan

informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan dan Berita

Acara Pemberian Penjelasan, Pokja dibantu tim atau tenaga

ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) yang telah

ditetapkan PA/KPA dapat melaksanakan proses pemberian

penjelasan lanjutan denganh peninjauan lapangan/lokasi

pekerjaan;
e. Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam

Berita Acara Penjelasan Lan jutan dan diungggah (upload)

pada aplikasi SPSE oleh Pokja ULP;

f. Adendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara

berulang dengan mengunggah (upload) adendum dokumen

pengadaan melalui aplikasi SPSE paling kurang 7 (Tujuh)

hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran,

apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan

kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen



19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir

pemasukan penawaran.

Jika ada perubahan dalam dokumen pengadaan, pokja

menyampaikan kepada PPK untuk disetujui.

Penyedia barang/jasa mengunduh dokumen pengadaan dan

mengupload dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE sesuai

dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pokja mengunduh dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran

penyedia barang/jasa sesuai dengan jadwal yang telah

ditetapkan.
Jika diperlukan, Pokja dapat melakukan ekspose hasil hasil

evaluasi terhadap dokumen penawaran sebelum penetapan

pemenang pelelangan di hadapan ULP dan jika diperlukan

dihadapan tim ahli.

Pokja menetapkan pemenang lelang sesuai dengan hasil evaluasi

administrasi, teknis dan harga.

Pengumuman pemenang lelang dilakukan melalui website

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, papan pengumuman

resmi untuk masyarakat; serta Portal Pengadaan Nasional

melalui LPSE.
Jika ada sanggahan yan diajukan oleh peserta lelang maka

pokja membuat jawaban atas sanggah yang diterima.

Jika ada pengaduan yang dilakukan oleh peserta lelang atau

masyarakat terhadap hasil pelelangan, maka Pokja dapat

membantu tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk meyusun

jawaban atas pengaduan yang diterima.

Pokja mengirimkan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK

melalui Kepala ULP sebagai dasar diterbitkannya SPBBUJ.

a. Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPBBJ karena tidak

sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan

kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :

1) Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPBBJ karena tidak

sependapat atas penetapan pemenang, maka

diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan

ketentuan :



2) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan

evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal.

3) Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP, maka

PA/KPA memutuskan penetapan pemenang olha Pokja

ULP bersifat Finasl dan PA/KPA memerintahkan PPK

untuk menerbitkan SPPBUJ.

b. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka

PPK menerbitkan SPPBUJ.
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untuk
lelang/seleksi
sederhana

dan
5
hariuntuk

lelang/seleksi
um

um

SERTA

U
LP

\N

1
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18.
|
M
enerim

a
sanggahan

peserta
BAH

P
dan

surat
Suratjaw

aban
|

1
harisetelah

pelelangan/
seleksi.

[2]
sanggahan

sanggahan
diterim

anya.
a) Jika

sanggahan
ternyata

tidak
sanggahan

benar
m
aka

proses
pem

ilihan
sam

pai
3
hari

berlanjut
ke

m
asa

sanggah
a

untuk
banding;

<>
lelang/seleksi

b.Jika
sanggahan

dinyatakan
4

sederhana
dan

5
benar

m
aka

hariuntuk
pelelangan

dinyatakan
gagal.

b
lelang/seleksi
um

um
19.

|
M
enyatakan

bahw
a
pelelangan

¥
Surat

Pernyataan
dinyatakan

gagal(dim
asukkan

Cy
sanggahan

dan
gagal lelang

dalam
BAH

P/BAH
S)

surat
jaw

aban
sanggahan

20.
| M

enerim
a
jaw

aban
sanggahan.

Suratjaw
aban

Surat
a)

Jika
jaw

aban
tidak

sanggahan
Pengaduan

m
em

uaskan
m
aka

m
engajukan

pengaduan
¥

kepada
G
ubernur/APIP

atau
kepada

Pejabatyang
m
enerim

a
penugasan

untuk
m
enindaklanjutipengaduan.

b)
Jika

jaw
aban

dinilai
m
em

uaskan
m
aka

m
enerim

a
keputusan

lelang/seleksi.
21.

|
M
elakukan

kajian
terhadap

Surat
Proses

D
alam

pengaduan
yang

diajukan
oleh

Pengaduan
dilanjutkan

m
enyusun

peserta
dan

m
enjaw

ab
pengaduan

1
(surat jaw

aban
|
jaw

aban
peserta

ditem
buskan

kepada
PPK

aos
pengaduan)

pengaduan,
dan

Pokja
U
LP:

N
\

atau
G
ubernur

dapat
a) Jika

pengaduan
dinyatakan

gagal lelang
m
em

inta
b

salah,
proses

lelang
dilanjutkan;

b) Jika
pengaduan

dinyatakan
benar

m
aka

pelelangan
gagal

bantuan
APIP

untuk
m
elaksanakan

auditterhadap
pelaksanaan
pengadaan/m

e
m
berikan

m
asukan

pada
saat
penyusunan.

5
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22.
|
M
enyatakan

bahw
a
pelelangan

Surat
Pernyataan

dinyatakan
gagal (dim

asukkan
2]

[3]
Pengaduan

gagal lelang
dalam

BAH
P/BAH

S).

23.
|

1) M
enerim

a
Surat

Jaw
aban

atas
|2

1
3

Surat
Suratjaw

aban
Surat

Pengaduan.
a

Pengaduan
Pengaduan

2) dan
3) M

enerim
a
tem

busan
Surat

Jaw
aban

atas
Surat

C4
C4

Pengaduan.

24.
|
M
enyam

paikan
Berita

Acara
H
asil

BAH
P/BAH

S
Surat

Pelelangan/Seleksikepada
PPK

Lk
Pengantar

dan
m
elaluiKepala

U
LP.

BAH
P/BAH

S

25.
|
M
enerim

a
Berita

Acara
H
asil

.
Surat

Pengantar
D
raftSPPBJ

Pelelangan
/Seleksi.

Cy
dan
BAH

P/BAH
S

26.
|
PPK

m
enerbitkan

SPPBJ.
.

D
raft SPPBJ

SPPBJ
(

)
diterbitkan

.
i

i
d

Totalw
aktu

penyelesaian
pisesuaikan

engan

4
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|
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ppK
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|
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G
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U
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1.
Penyedia

barang/jasa
CT

D
okum

en
Raut

m
em

asukan
dokum

en
kualifikasi

prakualifikasi m
elaluiLPSE

2.
Pokja

m
engunduh

dan
pokum

en
porta

ae
ae

m
engevaluasi dokum

en
ku

Kort
Kualifikasi

prakualifikasiyang
telah

ax
b

Kertas
ers

dikirim
kan

oleh
Penyedia

<>
Evaluasi

:

barang/jasa
Kualifikasi

a)
Jika

lengkap
proses

dilanjutkan
b)

Jika
tidak

lengkap,
pokja

dapat
m
em

inta
penyedia

untuk
m
elengkapi

kekurangan
dokum

en
prakualifikasi

3.
{1.

M
elakukan

pem
buktian

atas
2

1
pokum

en
Pee

M
ine

kualifikasisesuaidengan
xu

d
ee

Kualifikasi
dokum

en
kualifkasi.

U
n
buttia

Surat
2.

M
elaksanakan

pem
buktian

Klarifikasi
kualifikasiterhadap

peserta
¥

Kectas
Kerja

kepada
yangm

em
enubi persyaratan

b
“~_a

Evalu
asi

penerbit
a)

Jika
tidak

ada
peserta

yang
Kualifikasi

(ay abila,
lulus

pem
buktian

kuailifikasi
dipertukan)

m
aka

pelelangan
dinyatakan

gagal (dim
asukkan

dalam
BAH

P/BAH
S)

dan
dilaksanakan

prakualifikasi
ulang;

b)
Jika

m
asih

ada
peserta

yang
lulus

m
aka

dilanjutkan
dengan

penetapan
dan

pengum
um

an
hasil

prakualifikasi.

Pem

1



a)
Jika

tidak
ada

peserta
yang

m
em

enuhipersyaratan
adm

inisrasim
aka

pelelangan
dinyatakan

gagal
kem

udian
dim

asukkan
dalam

Berita
Acara

H
asil

Pelelangan
/Seleksi;

b)
Jika

m
asih

ada
peserta

yang
m
em

enuhipersyaratan
adm

inistrasim
aka

dilanjutkan
dengan

evaluasi
teknis.

«
G
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4.
Pokja

m
engum

um
kan

hasil
Berita

Acara
Pengum

um
an

prakualifikasi m
elaluim

edia
:

Pem
buktian

D
aftar

Pendek
a)

w
ebsite

Pem
erintah

Provinsi
Kualifikasi

(untuk jasa
Kalim

antan
U
tara

konsultansi);
b)

papan
pengum

um
an

resm
i

Pengum
um

an
untuk

m
asyarakat;

serta
H
asil

;
c)

PortalPengadaan
N
asional

Prakualifikasi
m
elaluiLPSE

5.
U
ndangan

pem
asukan

dokum
en

Berita
Acara

U
ndangan

penaw
aran

bagipeserta
yang

Pem
buktian

Pem
asukan

lulus
kualitikasidisam

paikan
Kualifikasi

D
okum

en
bersam

aan
dengan

Penaw
aan

pengum
um

an
hasil

prakualifikasi
6.

Penyam
paian

dokum
en

v
D
okum

en
D
okum

en
penaw

aran
m
elaluiaplikasi

Penaw
aran

Penaw
aran

SPSE
7,

M
elaksanakan

proses
D
okum

en
e
U
ndangan

«
D
apat

dibantu
pem

bukaan
dokum

en
Penaw

aran
rapat

tim
teknis

penaw
aran.

pem
bukaan

yang
dan

evaluasi
ditetapkan

ry
dokum

en
oleh

PA/KPA
penaw

aran
e

Jangka
w
aktu

e
Berita

acara
evaluasi

pem
bukaan

disesuaikan
dokum

en
dengan

penaw
aran

kebutuhan
8.

M
elaksanakan

koreksiaritm
atik

C4
D
okum

en
H
asilkoreksi

Penaw
aran

aritm
atik

9.
M
elaksanakan

evaluasi
D
okum

en
e
Kertas

kerja
Pokja

U
LP

adm
inistrasidan

m
elakukan

Penaw
aran

evaluasi
dapat

pem
eriksaan

lebih
lanjut.

b
X

0
adm

inistrasi,
|
m
elakukan

atau
klarifikasi
terhadap

hal-
halyang

kurang
jelas

dan
m
eragukan

1

2
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10.
|
M
elaksanakan

evaluasiteknis
D
okum

en
e
Kertas

kerja
dan

m
enganalisis

dokum
en

[2]
Penaw

aran
evaluasi

penaw
aran

peserta.
adm

inistrasi,
a)

Jika
tidak

ada
peserta

yang
atau

lulus
evaluasiteknis

m
aka

e
G
agal lelang

pelelangan
dinyatakan

gagal
e
Surat

(dim
asukkan

dalam
b

a
Klarifikasi

BAH
P/BAH

S)};
kepada

b)
Jika

m
asih

ada
peserta

yang
penerbit

lulus
evaluasiteknis

m
aka

dokum
en

dilanjutkan
dengan

evaluasi
(apabila

harga.
diperlukan)

11.
|
M
elaksanakan

evaluasiharga
D
okum

en
e
Kertas

kerja
(term

asuk
didalam

nya
evaluasi

¥
Penaw

aran
evaluasi

kew
ajaran

harga)
dan

b
O
o

a
adm

inistrasi,
m
enganalisis

harga.
atau

a)
Jika

tidak
ada

peserta
yang

e
G
agal lelang

lulus
evaluasiharga

m
aka

pelelangan
dinyatakan

gagal;
b)

Jika
m
asih

ada
peserta

yang
lulus

evaluasiharga
m
aka

dilanjutkan
dengan

=
m
enyusun

BAH
P/BAH

S

12.
| M

enyusun
BAH

P/BAH
S

D
okum

en
BAH

P/BAH
S

Penaw
aran,

Kertas
Kerja

Evaluasi

Coy
Penaw

aran

13.
| M

enyatakan
bahw

a
pelelangan

D
okum

en
BAH

P/BAH
S

dinyatakan
gagal(dim

asukkan
oD

Penaw
aran,

dalam
BAH

P/BAH
S)

dan
Kertas

Kerja
dilakukan

tindak
lanjut

Evaluasi
pelelangan

gagal.
Penaw

aran
1
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14.
|
M
enindaklanjuti

BAH
P/BAH

S
U
sulan

calon
[Ketentuan:

Pelelangan/seleksi
LY

pem
enang

a)
Pokja

U
LP

a)
Jika

Pengadaan
U
sulan

calon
m
engusulkan

Barang/Pekerjaan
pem

enang
calon

Konstruksi/Jasa
Lainnya

pem
enang

bernilaidiatas
100

M
ilyar

kepada
Rupiah

atau
Jasa

PA/KPA
Konsultansibernilai

diatas
m
elaluiKepala

Rp
10

M
ilyar

m
aka

U
LP

dan
m
enyusun

usulan
calon

ditem
buskan

pem
enang

kepada
PA/KPA

kepada
PPK

m
elaluiKepala

U
LP

dan
dan

APIP
ditem

buskan
kepada

PPK
b

a
untuk

dan
APIP;

Pengadaan
b)

Jika
Pengadaan

Barang/Pekerj
Barang/Pekerjaan

aan
Konstruksi/Jasa

Lainnya
Konstruksi/Ja

bernilaikurang
dariRp

100
sa

Lainnya
M
ilyar

atau
Jasa

bernilai
di

Konsultansibernilai di
atas

Rp
100

baw
ah

10
M
ilyar

m
aka

M
ilyar

atau
m
enetapkan

pem
enang

dan
Jasa.

m
engum

um
kannya.

Konsultansi
bernilaidi
atas

Rp
10

M
ilyar;

Ib)Pokja
U
LP

m
enetapkan

pem
enang

untuk
Pengadaan
Barang/Pekerj
aan

Konstruksi/Ja
sa

Lainnya
bernilai
kurang

dari
100

M
ilyar

Rupiah
atau

Jasa
Konsultansi
bernilai

di
baw

ah
10

M
ilvyar.

ERTA

1
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15.
{

1) M
enerim

a
usulan

calon
BAH

P/BAH
S

Surat
usulan

pem
enang

dan
[1]

calon
m
enyerahkannya

kepada
pem

enang
PA/KPA.
2)

dan
3)

M
enerim

a
tem

busan
usulan

calon
pem

enang.

16.
|
M
enerim

a
usulan

calon
BAH

P/BAH
S,

e
N
ota

dinas
PA/KPA

dapat.
pem

enang
berdasarkan

usulan
nota

kepada
APIP

}
m
em

inta
Pokja

U
LP

:
dinas

dan
surat

dan
PPK

APIP
untuk

a)
Jika

setuju
m
akan

PA
usulan

calon
e
Surat

m
elakukan

m
enetapkan

Pem
enang;

pem
enang

penetapan
pengecekan

b)
Jika

tidak
setuju

dengan
pem

enang
pada

roses
usulan

Pokja
U
LP

dengan
pem

ilihan
alasan

yang
sesuaidengan

a
penyedia

ketentuan
peraturan

<
sebelum

perundang-undangan
m
aka

—
PA/KPA

m
em

erintahkan
Pokja

U
LP

b
m
enetapkan

m
elaluiKepala

U
LP

untuk
pem

enang
evaluasiulang

atau
m
enyatakan

pelelangan
gagal.

17.
|
M
enerim

a
Surat

Penetapan
Lem

bar
Lem

bar
Pem

enang
dan

disposisi dan
disposisi dan

m
endisposisikannya

ke
Pokja

cy
surat

penetapan
surat

U
LP.

pem
enang

penetapan
pem

enang
18.

|
M
engum

um
kan

hasil
Lem

bar
Pengum

um
an

pelelangan/
seleksi.

disposisi dan
pem

enang
surat

penetapan
yang

akan

oy
pem

enang
ditayangkan

_
pada

W
ebsite

K/L/D
/]

dan
Papan.
Pengum

um
an

Resm
i

19.
|
M
enerim

a
pernyataan

untuk
¥

Lem
bar

Lem
bar

evaluasiulang/lelang
gagal dan

C4
disposisi

disposisi
m
endisposisikannya

ke
Pokja

dan
surat

dan
surat

U
LP.

pernyataan
pernyataan

evaluasi
evaluasi

ulang/lelang
ulang/lelang

gagal
gagal
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20.
|
M
elakukan

evaluasiulang
atau

Lem
bar

Persiapan
dilakukan

tidak
lanjut

disposisi
!

evaluasi
pelelangan

gagal
dan

surat
|

ulang//lelang
pernyataan

gagal
evaluasi

Persiapan
ulang/lelang

evaluasi
gagal

ulang//lelang
gagal

21.
|
M
erasa

dirugikan
atas

hasil
Pengum

um
an

Surat
1
harisetelah

pem
ilihan/seleksi dan

sanggahan
pengum

um
an

m
enyam

paikan
sanggahan

sam
pai

3
hari

kepada
Pokja

U
LP.

untuk
¥

lelang/seleksi
C1]

sederhana
dan

S
hariuntuk

lelang/seleksi
um

um
22.

|
M
enerim

a
sanggahan

peserta
BAH

P
dan

surat
Suratjaw

aban
|

1
hari

setelah
pelelangan/

seleksi.
sanggahan

sanggahan
diterim

anya
a) Jika

sanggahan
ternyata

sanggahan
tidak

benar
m
aka

proses
sam

pai
3
hari

pem
ilihan

berlanjut
ke

m
asa

a
untuk

sanggah
banding;

lelang/seleksi
b.Jika

sanggahan
dinyatakan

sederhana
dan

benar
m
aka

b
5
hariuntuk

pelelangan
dinyatakan

gagal.
lelang/seleksi
um

um
23.

|
M
enyatakan

bahw
a
pelelangan

Surat
Pernyataan

dinyatakan
gagal(dim

asukkan
v

sanggahan
dan

gagallelang
dalam

BAH
P/BAH

S)
Co

surat
jaw

aban
24.

|
M
enerim

a
jaw

aban
sanggahan.

Suratjaw
aban

Surat
a)

Jika
jaw

aban
tidak

sanggahan
Pengaduan

m
em

uaskan
m
aka

m
engajukan

pengaduan
kepada

G
ubernur/APIP

atau
kepada

Pejabatyang
m
enerim

a
penugasan

untuk
m
enindaklanjutipengaduan.

b)
Jika

jaw
aban

dinilai
m
em

uaskan
m
aka

m
enerim

a
keputusan

lelang/seleksi.

bX
4

sanggahan
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25.
|
M
elakukan

kajian
terhadap

Surat
Proses

D
alam

pengaduan
yang

diajukan
oleh

1
Pengaduan

dilanjutkan
m
enyusun

peserta
dan

m
enjaw

ab
(suratjaw

aban
|
jaw

aban
pengaduan

peserta
pengaduan)

pengaduan,
ditem

buskan
kepada

PPK
dan

atau
G
ubernur

dapat
Pokja

U
LP:

gagallelang
m
em

inta
a) Jika
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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PADA

UNIT LAYANAN PENGADAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

a.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan

barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,

dipandang perlu menetapkan Standar Operasional

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan

Pengadaan Provinsi Kalimantan Utara,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional

Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan

Pengadaan Provinsi Kalimantan Utara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun

2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679};



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5362);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 5);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Tahun 2011 Nomo 310);

3.

4.

6.

7.



8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun

2011 Nomo 704);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun
2014 Nomo 2003);

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012

tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Tahun 2012

Nomo 501);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor

5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2016 Nomor 5);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA
PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PROVINSI
KALIMANTAN UTARA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan

Utara.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD,

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah

yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di bawah koordinasi Biro

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Unit Layananan Pengadaan adalah Kepala Unit Layanan

Pengadaan Barang/Jasa.
Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok

kerja yang terdiri dari Pengawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian

pengadaan barang/jasa pemerintah yang berjumlah gasal dan

beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai

dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan

pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan

pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa

oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai

dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan

untuk memperoleh barang/jasa.

Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan barang dan/atau jasa milik negara/daerah di masing-

4,

6.

7.

3

8.

masing Kementerian/Lembaga /Daerah/Institusi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda

bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang

pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga yang

berwenang.

Aplikasi Si-PBJP adalah aplikasi sistem informasi manajemen

pengadaan barang/jasa dan tata kelola dokumen pengadaan yang

diselenggarakan oleh ULP Provinsi Kalimantan Utara.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut Pengadaan

Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan

untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan

tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat

yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan

pengadaan barang/jasa.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat

yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima

hasil pekerjaan.
Aparat Pengawas Interen Pemerintah atau pengawas interen pada

institusi lain yang selanjutnya disingkat APIP, adalah aparat yang

melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi.
Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk

mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam

pengadaan barang/jasa.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan

yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa

lainnya.



20.

21.

22.

23.

24.

295.

26.

27.

28.

29.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan

dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik

lainnya.
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang

mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu

yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem

tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan

suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain

jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan

barang.
Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan

kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk

menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui

penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya

direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh

Kementerian /Lembaga/Daerah/Institusi sebagai penanggung jawab

anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja

ULP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para

pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak

adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA atau PPK dengan penyedia

barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh

semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang

memenuhi syarat.

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan

konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang

mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang

kompleks.



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia

barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan

konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Seleksi Umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi

untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa

konsultansi yang memenuhi syarat.
Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi

untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang

memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang

harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

Kontes adalah ometode opemilihan penyedia barang yang

memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga

pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan

harga satuan.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa

dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.

Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung

kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/

seleksi/penunjukan langsung.
Jaminan pengadaan barang/jasa terdiri dari jaminan pelaksanaan,

jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan.

Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi

tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang

didesain khusus dan / atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp.

100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Pengadaan secara elektronik atau e-procurement adalah pengadaan

barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi

informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan

perundangundangan.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat

LPSE adalah unit kerja SKPD yang dibentuk untuk menyelenggarakan

sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.



42.

43.

44,

49.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa

yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua

penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara

elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam

waktu yang telah ditentukan.

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi

elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga

barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui

sistem katalog elektronik.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh

Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan

yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, adalah

serangkaian tahapan kegiatan yang bersifat baku dan ditetapkan dalam

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ULP;

Efektif, berarti SOP dapat menjamin proses pengadaan

berlangsung mencapai sasaran yang ditetapkan.

Efisien, berarti SOP menjamin pengadaan barang/jasa harus

diusahakan dengan menggunakan dana dan biaya yang terbatas untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai

pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi

pengadaan, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa,

sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta

bagi masyarakat luas pada umumnya.

Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan

maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum

pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-pronsip

serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Dinamis, berarti disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tidak kaku.

Mudah, artinya dapat dipahami dan diterapkan. Ini berarti SOP

tidak menimbulkan multi tafsir dan dapat dengan mudah diterapkan.



Bagian Kedua

Azas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

SOP disusun dengan azas_ efektif, efisien, transparan, akuntabel,

dinamis, mudah dipahami dan diterapkan.

Pasal 3

Penyusunan SOP dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara.

Pasal 4

Tujuan penyusunan SOP sebagai berikut :

(1) efisien dan efektivitas proses penyelenggaraan pengadaan

barang/jasa;

(2) ketertiban administrasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;

dan

(3) meningkatkan efektivitas koordinasi antara ULP dengan Perangkat

Daerah.

BAB IT

MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

(1) Mekanisme proses pengadaan barang/jassa Pemerintah dilakukan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

(2) Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana

dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Bagan Alur Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah

sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bgian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 April 2017
SEKRETARIS DAERAH PROYINSI KALIMANTAN UTARA

zw

BADRUN
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTAR TAHUN 2017 NOMOR 27



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN BARANG/JASA PADA_ UNIT
LAYANAN PENGADAAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA E-PROCUREMENT

I. PERENCANAAN KEGIATAN LELANG
1. SKPD mengirimkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada

ULP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak KUA PPAS
disahkan dan pada perubahan anggaran selambat-lambatnya 20
(dua puluh) hari setelah ditetapkan perubahan KUA PPAS, tanpa
mengurangi kewajiban untuk mengumumkan di SiRUP LPSE.

2. Rencana Umum Pengadaan (RUP) sekrang-kurangnya memuat :

a. Nama dan alamat Pengguna Anggaran:;
b. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c. Lokasi paket pekerjaan;
d. Perkiraan besaran biaya;
e. Untuk paket yang dilelangkan sebelum APBD disahkan, harus

diberikan tanda dan dimasukkan 2 (dua) klausul sebagai berikut:
- Proses pelelangan dapat dibatalkan apabila DIPA/DPA tidak

ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang
ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan,

- Kepada penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan ini
tidak diberikan ganti rugi.

3. ULP hanya melaksanakan pelelangan berdasarkan Rencana Umum
Pengadaan (RUP) sebagaimana dimaksud poin 1 yang terkategori
sebagai pelelangan oleh ULP menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

H. ALUR PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK
A. Sistem Pasca Kualifikasi

1. PA/KPA masing-masing SKPD menetapkan PPK untuk setiap
kegiatan;



10.

11.

PA dari masing-masing SKPD mengajukan nama-nama PPK
setiap kegiatan Lelang kepada LPSE dan Unit Layanan
Pengadaan Provinsi Kalimantan Utara;
LPSE memberikan User ID dan Password kepada masing-
masing PPk;
ULP memberikan User ID dan Password Aplikasi Si-PBJP
kepada masing-masing PPK.
PPK menyampaikan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada
ULP sebagai bahan untuk menyusun dokumen pengadaan
melalui Aplikasi SI-PBJP yang terdiri dari :

a. rancangan SPK; atau
b. rancangan surat perjanjian termasuk:

1) syarat-syarat umum Kontrak;
2) syarat-syarat khusus Kontrak;
3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar
4) daftar kuantitas dan harga; dan

5S) dokumen lainnya.
c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Kepala ULP menetapkan anggota Pokja ULP yang akan menjadi
kelompk kerja (Pokja) untuk paket sebagaimana yang dimaksud
pada poin 5 dengan menerbitkan Surat Perintah;
Kepala ULP mengirimkah Surat Perintah sebagaimana yang
dimaksud pada poin 6 kepada LPSE Provinsi Kalimantan Utara;
LPSE memberikan User ID dan Password kepada anggota pokja
untuk masing-masing kegiatan lelang;
Pokja mendapatkan data kelengkapan lelang;
Pokja menetapkan dokumen pengadaan dan dapat mengusulkan
perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis
pekerjaan :

a. Jika ada perubahan dan_ ketidaklengkapan dokumen

pelelangan, Pokja mengirimkan permohonan
perubahan/penjelasan kepada PPK melalui ULP;

b. Jika tidak ada perubahan, Pokja melakukan penyusunan
dokumen pelelangan.

Pokja mengumumkan pelelangan melalui media yang telah

ditetapkan :

a. LPSE Provinsi Kalimantan Utara;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

b. Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;



12.

13.

14.

15.

16.

c. Papan pengumuman resmi pemerintah.
Pokja melakukan penjelasan pekerjaan secara online melalui
Aplikasi SPSE tanpa tatap muka pada waktu yang telah
ditetapkan dalam jadwal pelelangan :

a. Pokja dapat memberikan informasi yang dianggap penting
terkait dengan dokumen pengadaan;

b. Pokja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia
barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

c. Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat
pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian
Penjelasan;

d. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan
informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan dan Berita
Acara Pemberian Penjelasan, Pokja dibantu tim atau tenaga
ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) yang telah
ditetapkan PA/KPA dapat melaksanakan proses pemberian
penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi
pekerjaan;

e. Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam
Berita Acara Penjelasan Lanjutan dan diungggah (upload)
pada aplikasi SPSE oleh Pokja ULP;

f. Adendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara

berulang dengan mengunggah (upload) adendum dokumen

pengadaan melalui aplikasi SPSE paling kurang 2 (dua) hari
sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran,
apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan
kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen

penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir
pemasukan penawaran.

Jika ada perubahan dalam dokumen pengadaan, pokja
menyampaikan kepada PPK untuk disetujui.
Penyedia barang/jasa mengunduh dokumen pengadaan dan

mengupload dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE sesuai

dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pokja mengunduh dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dengan
jadwal yang telah ditetapkan.



17. Jika diperlukan, Pokja dapat melakukan ekspose hasil hasil
evaluasi terhadap dokumen penawaran sebelum penetapan
pemenang pelelangan di hadapan ULP dan jika diperlukan
dihadapan tim ahli.

18. Pokja menetapkan pemenang lelang.
19. Pengumuman pemenang lelang dilakukan melalui website

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, papan pengumuman
resmi untuk masyarakat; serta Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE.

20. Jika ada sanggahan yang diajukan oleh peserta lelang maka
pokja membuat jawaban atas sanggah yang diterima.

21. Jika ada pengaduan yang dilakukan oleh peserta lelang atau
masyarakat terhadap hasil pelelangan, maka Pokja dapat
membantu tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk meyusun
jawaban atas pengaduan yang diterima.

22. Pokja mengirimkan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK
melalui Kepala ULP sebagai dasar diterbitkannya SPBBUJ.
a. Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPBBJ karena tidak

sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan
kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :

1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan
evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal.

2) Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP, maka

PA/KPA memutuskan penetapan pemenang olha Pokja
ULP bersifat Final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk
menerbitkan SPPBUJ.

b. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka
PPK menerbitkan SPPBJ.

B. Sistem Prakualifikasi
1. PA/KPA masing-masing SKPD menetapkan PPK untuk setiap

kegiatan.
2. PA dari masing-masing SKPD mengajukan nama-nama PPK setia

kegiatan Lelang kepada LPSE dan Unit Layanan Pengadaan
Provinsi Kalimantan Utara;

3. LPSE memberikan User ID dan Password kepada masing-masing
PPK;



4.

5.

10.

11.

12.

13.

ULP memberikan User ID dan Password Aplikasi Si-PBJP kepada
masing-masing PPK.
PPK menyampaikan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada
ULP sebagai bahan untuk menyusun dokumen pengadaan
melalui Aplikasi SI-PBJP yang terdiri dari :

a. rancangan SPK; atau
b. rancangan surat perjanjian termasuk:

1) syarat-syarat umum Kontrak;
2) syarat-syarat khusus Kontrak;
3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar
4) daftar kuantitas dan harga; dan

9) dokumen lainnya.
c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Kepala ULP menetapkan anggota Pokja ULP yang akan menjadi
kelompk kerja (Pokja) untuk paket sebagaimana yang dimaksud
pada poin 5 dengan menerbitkan Surat Perintah;
Kepala ULP mengirimkah Surat Perintah sebagaimana yang
dimaksud pada poin 6 kepada LPSE Provinsi Kalimantan Utara;
LPSE memberikan User ID dan Password kepada anggota pokja
untuk masing-masing kegiatan lelang;
Pokja mendapatkan data kelengkapan lelang;
Pokja menetapkan dokumen pengadaan dan dapat mengusulkan
perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis

pekerjaan :

c. Jika ada perubahan dan ketidaklengkapan dokumen

pelelangan, Pokja mengirimkan permohonan
perubahan /penjelasan kepada PPK melalui ULP;

d. Jika tidak ada perubahan, Pokja melakukan penyusunan
dokumen pelelangan.

Pokja mengumumkan pelelangan melalui media yang telah

ditetapkan :

a. LPSE Provinsi Kalimantan Utara;
b. Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
c. Papan pengumuman resmi pemerintah.
Jika diperlukan, Pokja melaksanakan penjelasan dokumen

Prakualifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Penyedia barang/jasa meng-upload dokumen prakualifikasi

6.

7.

8.

9.

melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang telah ditetapkan.



14.

15.

16.

17.

18.

Pokja mengunduh dokumen prakualifikasi yang telah dikirimkan
oleh penyedia barang/jasa.
Pokja melakukan evaluasi prakualifikasi sesuai dengan
peraturan yang berlaku, pokja dapat meminta penyedia
barag/jasa melengkapi kekurangan dokumen prakualfikasi yang
telah diupload sebelum batas terakhir jadwal upload dokumen
prakualifikasi.
Pokja menetapkan daftar hasil prakualfikasi.
Pokja mengumumkan hasil prakualifikasi melalui media :

a. website Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; serta
c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
Pokja melakukan penjelasan pekerjaan secara online melalui
Aplikasi SPSE tanpa tatap muka pada waktu yang telah
ditetapkan dalam jadwal pelelangan :

a. Pokja dapat memberikan informasi yang diangggap penting
terkait dengan dokumen pengadaan;

b. Pokja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia
barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

c. Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat
pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian

Penjelasan;
d. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan

informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan dan Berita
Acara Pemberian Penjelasan, Pokja dibantu tim atau tenaga
ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) yang telah

ditetapkan PA/KPA dapat melaksanakan proses pemberian
penjelasan lanjutan denganh peninjauan lapangan/lokasi
pekerjaan;

e. Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam
Berita Acara Penjelasan Lan jutan dan diungggah (upload)
pada aplikasi SPSE oleh Pokja ULP;

f. Adendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara

berulang dengan mengunggah (upload) adendum dokumen

pengadaan melalui aplikasi SPSE paling kurang 7 (Tujuh)
hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran,
apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan
kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen



19,

20.

21.

22.

23.

24.

295.

26.

27.

28.

penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir
pemasukan penawaran.

Jika ada perubahan dalam dokumen pengadaan, pokja
menyampaikan kepada PPK untuk disetujui.
Penyedia barang/jasa mengunduh dokumen pengadaan dan
mengupload dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE sesuai

dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pokja mengunduh dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran
penyedia barang/jasa sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan.
Jika diperlukan, Pokja dapat melakukan ekspose hasil hasil
evaluasi terhadap dokumen penawaran sebelum penetapan
pemenang pelelangan di hadapan ULP dan jika diperlukan
dihadapan tim ahli.

Pokja menetapkan pemenang lelang sesuai dengan hasil evaluasi
administrasi, teknis dan harga.
Pengumuman pemenang lelang dilakukan melalui website
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, papan pengumuman
resmi untuk masyarakat; serta Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE.
Jika ada sanggahan yan diajukan oleh peserta lelang maka

pokja membuat jawaban atas sanggah yang diterima.
Jika ada pengaduan yang dilakukan oleh peserta lelang atau

masyarakat terhadap hasil pelelangan, maka Pokja dapat
membantu tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk meyusun
jawaban atas pengaduan yang diterima.

Pokja mengirimkan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK
melalui Kepala ULP sebagai dasar diterbitkannya SPBBJ.
a. Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPBBJ karena tidak

sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan

kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :

1) Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPBBJ karena tidak

sependapat atas penetapan pemenang, maka
diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan
ketentuan :



2) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan
evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal.

3) Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP, maka
PA/KPA memutuskan penetapan pemenang olha Pokja
ULP bersifat Finasl dan PA/KPA memerintahkan PPK
untuk menerbitkan SPPBJ.

b. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka
PPK menerbitkan SPPBJ,
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proses
pem

ilihan
penyedia

barang/jasa
yang

dilaksanakan

dengan
m
etode

pascakualifikasi,

Surat
U
sulan

Calon
Pem

enang

Surat
Penetapan

Pem
enang

23456
Lem

bar
D
isposisi

7&9
Peringatan

:
Surat

Pernyataan
EvaluasiU

lang

1.
Pelaksana

bertanggung
jaw

ab
atas

pelaksanaan
aktivitas

yang
telah

dibakukan
dan

Surat
Pernyataan

Lelang
U
lang

ditetapkan.
10

Surat
Sanggahan

2.
Segala

bentuk
penyim

pangan
atas

m
utu

baku
terkait

perlengkapan, w
aktu

m
aupun

output
11

Surat
Jaw

aban
Sanggahan

dikatagorikan
sebagai bentuk

kegagalan
yang

harus
dipertanggungjaw

abkan
oleh

pelaksana.
12

Surat
Pengaduan

13
Surat

Jaw
aban

Pengaduan

Keterkaitan
:

Pencatatan
dan

Pendataan
:

1.
SO

P
Pengum

um
an

Lelang
dan

Penerim
aan

D
okum

en
Penaw

aran
1.

Copy
berkas-berkas

terkaitpem
ilihan

penyedia
barang/jasa

dicatat dan
didata

sebagai data

elektronik
dan

m
anual dalam

berkas
kearsipan

Sekretariat
Kepala

U
LP.

2.
Berkas-berkas

terkait
pem

ilihan
penyedia

barang/jasa
dicatat

dan
didata

sebagai data
elektronik

dan
m
anual dalam

berkas
kearsipan

Pokja
U
LP.
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STAN
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O
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N
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SED
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SO
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|
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Sub
U
N
IT
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AN

PEN
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Kalim
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PRO
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SI KALIM
AN

TAN
U
TARA

STAN
D
AR

O
PERASIO

N
AL
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SED

U
R
(SO

P)
PEN

YAM
PAIAN

D
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LELAN
G

D
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H
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Kualifikasi Pelakeana
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N
om
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tentang
Pengadaan

Barang/Jasa
Pem

erintah
dan

perubahannya
2.

Peraturan
M
enteri D

alam
N
egeri N

om
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52
Tahun

2011
tentang

Standar
O
perasional

Prosedur
diLingkungan

Pem
erintah

Provinsi dan
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3.
Peraturan

M
enteriPendayagunaan

Aparatur
N
egara

dan
Reform

asi Birokrasi
N
om

or
35

Tahun
2012

tentang
Standar

O
perasional Prosedur

Adm
inistrasi Pem

erintah

4,
Peraturan

Kepala
Lem

baga
Kebijakan

Pengadaan
Barang/Jasa

Pem
erintah

N
om

or
2
Tahun

2015
tentang

Perubahan
Atas

Peraturan
Kepala

Lem
baga

Kebijakan
Pengadaan

Barang/Jasa
Pem

erintah
N
om

or
5
Tahun

2012
Tentang

U
nit

Layanan
Pengadaan

5.
Peraturan

Kepala
Lem

baga
Kebijakan

Pengadaan
Barang/Jasa

Pem
erintah

N
om

or
13

Tahun

2012
tentang

Pengum
um

an
Rencana

U
m
um

Pengadaan
Barang/Jasa

Pem
erintah

6.
Peraturan

Kepala
Lem

baga
Kebijakan

Pengadaan
Barang/Jasa

Pem
erintah

N
om
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1
Tahun

2015
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E-Tendering
7,

Peraturan
G
ubernur
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om
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Tahun
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U
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Layanan
Pengadaan
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Pem

erintah
D
iLingkungan

Pem
erintah

Provinsi Kalim
antan

U
tara
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Kepala

U
LP
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am

pu
m
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fasilitasiproses
perm

intaan
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dan

passw
ord
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U
LP

dan
pem
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data
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U
LP
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m
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PPK
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data
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3.
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m
am
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m
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penyam
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ke

U
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U
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1.

Pelaksana
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atas
pelaksanaan
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yang

telah
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2.
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m
utu

baku
terkait
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m
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yang
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:
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:
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dan
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berkas
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Sekretariat
U
LP
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T

1.
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U
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m
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penetapan/pengangka
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PPK

2.
M
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a
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|
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PPK
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PPK

SK
m
elalui em
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PPK

4.
M
enerim

a
user
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dan

passw
ord

Si-
Form

ulir
perm

ohonon
lhari

|
U
ser

ID
dan

passw
ord

PBJP
pem

buatan
akun

PPK,
diterim

a
PPK.

SKpenetapan/pengangka
tan

PPK

3.
M
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dan
m
enyam

paikan
data

Kelengkapan
data

D
ata

Lelang

lelang
lelang

:

1.rancangan
SPK;
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2.rancangan

surat
perjanjian

term
asuk:

3.H
arga

Perkiraan
Sendiri(H

PS)

4.
M
em

eriksa
kelengkapan

data
lelang

Kelengkapan
data

D
ata

Lelang
dan

Surat

a.
Apabila

lengkap
dilanjutkan

lelang
:

Perintah
Pokja

pem
buatan

surat
perintah

Pokja
4.rancangan

SPK;
atau

untuk
m
elaksanakan

proses
5.rancangan

surat

pem
ilihan

penyedia
barang/jasa;

perjanjian
term

asuk:

b.
Apabila

tidak
lengkap

a.
6.H

arga
Perkiraan

dikem
balikan
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PPK

Sendiri(H
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untuk
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5.
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Pokja

m
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Surat

Perintah
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D
ata

Lelang
dan
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ata
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Surat

D
ata
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barang/jasa

PPK
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R
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TAN
U
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PEM
ILIH

AN
PEN

YED
IA
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G
/JASA

(M
ETO

D
E
PASCAKU

ALIFIKASI
1
SAM

PU
L)
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asukkan

dalam
Berita

Acara
H
asilPelelangan/Seleksi

(BAH
P/BAH

S);
b)

Jika
m
asih

ada
peserta

yang
m
em

enuhipersyaratan
adm

inistrasi m
aka

dilanjutkan
dengan

evaluasi teknis,

PELAKSAN
A

M
U
TU

BAKU
KETERAN

G
AN

PESERTA
N
o

U
RAIAN

PRO
SED

U
R

PO
KJA

PELELAN
G

KEPALA
PPK

APIP
PA/KPA

|
G
U
BERN

U
R

|
KELEN

G
KAPAN

|
W
AKTU

O
U
TPU

T
U
LP

AN
U
LP

/
SELEKSI

1.
M
elaksanakan

proses
pem

bukaan
D
okum

en
e
U
ndangan

e
D
apat

dibantu

dokum
en

penaw
aran.

Cc
Penaw

aran
rapat

tim
teknis

pem
bukaan

yang
dan

evaluasi
ditetapkan

dokum
en

oleh
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penaw
aran

e
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w
aktu

e
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acara
evaluasi

pem
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dokum

en
dengan

penaw
aran

kebutuhan

2.
M
elaksanakan
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atik.

D
okum

en
H
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Penaw

aran
aritm

atik

3.
M
elaksanakan

evaluasi
D
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en
e
Kertas

kerja
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U
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inistrasi dan

m
elakukan
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evaluasi
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pem
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lebih
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a
adm
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|
m
elakukan
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Jika
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m
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4.
M
elaksanakan

evaluasi teknis
dan

D
okum

en
e
Kertas

kerja

m
enganalisis

dokum
en

penaw
aran

[2]
Penaw

aran
evaluasi

peserta.
adm

inistrasi

a)
Jika

tidak
ada

peserta
yang

lulus
, atau

evaluasiteknis
m
aka

pelelangan
b

a
e
G
agal lelang

dinyatakan
gagal (dim

asukkan
dalam

BAH
P/BAH

S);
b)

Jika
m
asih
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peserta

yang
lulus

evaluasi teknis
m
aka

dilanjutkan
dengan

evaluasiharga.
5.

M
elaksanakan

evaluasiharga
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tidak
D
okum

en
«
Kertas

kerja
ada

peserta
yang

lulus
evaluasiharga

Penaw
aran

evaluasi
m
aka

pelelangan
dinyatakan

gagal;
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inistrasi

a)
Jika

m
asih

ada
peserta

yang
lulus

b
a

, atau

evaluasiharga
m
aka

dilanjutkan
«
G
agal lelang

dengan
evaluasi kualifikasi.

6.
M
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D
okum
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pem

enang
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Penaw

aran
Klarifikasi.
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kem

udian
m
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a)
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peserta
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b

a
dokum
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S).
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m
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7.
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elakukan
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2

1
D
okum
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M
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pem
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kualifikasi
b

a
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m
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m
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N
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3
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a)
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H
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pem
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m
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aran
yang

lulus
m
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m
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M
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D
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S
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Pem
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M
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a
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D
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S

dinyatakan
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Lainnya
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U
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»
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M
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M
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m
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pem
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U
LP

5
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pem
enang

untuk
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M
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kepada
a

am
os

pem
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M
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M
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pem
enang

berdasarkan
usulan

SS
nota

at
Kepada

APIP
rete

Pokja
U
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m
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N
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m
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Pem
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pem
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m
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13.
|
M
enerim

a
Surat

Penetapan
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Pem
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disposisi dan

m
endisposisikannya

ke
Pokja

surat
penetapan

surat

U
LP.

pem
enang

penetapan
pem

enang

14
|
M
engum

um
kan

hasil
Lem

bar
Pengum

um
an

pelelangan/seleksi.
disposisi dan

pem
enang

v
surat

penetapan
yang

akan

[
pem

enang
ditayangkan
pada

W
ebsite

K/L/D
/I

dan
Papan
Pengum

um
an

Resm
i

15.
|
M
enerim

a
pernyataan

untuk
Lem

bar
Lem

bar

evaluasiulang/lelang
gagal dan

q

disposisi
disposisi

m
endisposisikannya

ke
Pokja

dan
surat

dan
surat

U
LP.

=
pernyataan

pernyataan
evaluasi

evaluasi
ulang/lelang

ulang/lelang
gagal

agal

16.
|
M
elakukan

evaluasiulang
atau

Lem
bar

Persiapan

dilakukan
tidak

lanjut
pelelangan

¥
disposisi

evaluasi

gagal
dan

surat
ulang/ /lelang

pernyataan
gagal

evaluasi
Persiapan

ulang/lelang
evaluasi

gagal
uw

lang/ /lelang
gagal

17.
|
M
erasa

dirugikan
atas

hasil
Pengum

um
an

Surat
1
hari setelah

pem
ilihan/seleksi dan

sanggahan
pengum

um
an

m
enyam

paikan
sanggahan

sam
pai 3

hari

kepada
Pokja

U
LP.

L
untuk
lelang/seleksi
sederhana

dan
5
hari untuk

lelang/ seleksi
um

um

PESERTA

1

1
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N
o

U
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U
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KETERAN
G
AN

PO
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PELELAN
G

|
KEPALA

PPK
APIP

PA/KPA
|
G
U
BERN

U
R

|
KELEN

G
KAPAN

|
W
AKTU

O
U
TPU

T
U
LP

AN
U
LP

/
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18.
|
M
enerim

a
sanggahan

peserta
BAH

P
dan

surat
Suratjaw

aban
|

1harisetelah

pelelangan/
seleksi.

sanggahan
sanggahan

diterim
anya

a) Jika
sanggahan

ternyata
tidak

sanggahan
benar

m
aka

proses
pem

ilihan
sam

pai
3
hari

berlanjut ke
m
asa

sanggah
a

untuk

banding;
lelang/seleksi

b.Jika
sanggahan

dinyatakan
4

sederhana
dan

5

benar
m
aka

hariuntuk

pelelangan
dinyatakan

gagal.
b

lelang/seleksi
um

um

19.
|
M
enyatakan

bahw
a
pelelangan

‘
Surat

Pernyataan

dinyatakan
gagal(dim

asukkan
D
d

sanggahan
dan

gagal lelang

dalam
BAH

P/BAH
S)

surat
jaw

aban
sanggahan

20.
|
M
enerim

a
jaw

aban
sanggahan.

Suratjaw
aban

Surat

a)
Jika

jaw
aban

tidak
sangegahan

Pengaduan

m
em

uaskan
m
aka

m
engajukan

pengaduan
x

kepada
G
ubernur/APIP

atau
b

a

kepada
Pejabatyang

N
Z

m
enerim

a
penugasan

untuk
m
enindaklanjutipengaduan.

b)
Jika

jaw
aban

dinilai
m
em

uaskan
m
aka

m
enerim

a
keputusan

lelang/seleksi.
21.

|
M
elakukan

kajian
terhadap

Surat
Proses

D
alam

pengaduan
yang

diajukan
oleh

Pengaduan
dilanjutkan

m
enyusun

peserta
dan

m
enjaw

ab
pengaduan

(surat jaw
aban

|
jaw

aban

peserta
ditem

buskan
kepada

PPK
aJS

pengaduan)
pengaduan,

dan
Pokja

U
LP:

atau
G
ubernur

dapat

a) Jika
pengaduan

dinyatakan
gagal lelang

m
em

inta

salah,
proses

lelang
dilanjutkan;

b
bantuan

APIP

b) Jika
pengaduan

dinyatakan
untuk

benar
m
aka

pelelangan
gagal

m
elaksanakan

auditterhadap
pelaksanaan
pengadaan

/m
e

m
berikan

m
asukan

pada
saat
penyusunan.

PESERTA

1

je

ji
ji

5
1
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N
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G
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|
W
AKTU

|
O
U
TPU

T

/
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22.
|
M
enyatakan

bahw
a
pelelangan

Surat
Pernyataan

dinyatakan
gagal (dim

asukkan
1

[3]
[¢]

Pengaduan
gagal lelang

dalam
BAH

P/BAH
S).

23.
|
1) M

enerim
a
Surat Jaw

aban
atas

{2
1

3
Surat

Suratjaw
aban

Surat
Pengaduan.

¥
¥

¥
Pengaduan

Pengaduan

2) dan
3)

M
enerim

a
tem

busan
Surat Jaw

aban
atas

Surat
LC

Pengaduan.

24.
|
M
enyam

paikan
Berita

Acara
H
asil

=
BAH

P/BAH
S

Surat

Pelelangan/Seleksi kepada
PPK

et
le

Pengantar
dan

m
elaluiKepala

U
LP.

BAH
P/BAH

S

25.
|
M
enerim

a
Berita

Acara
H
asil

Surat
Pengantar

D
raft SPPBJ

Pelelangan /Seleksi.
dan
BAH

P/BAH
S

26.
|
PPK

m
enerbitkan

SPPBU
.

¥
D
raft SPPBJ

SPPBJ
diterbitkan

.
D
isesuaikan

dengan
Totalw

aktu
penyelesaian

kebutuhan



PEM
ILIH

AN
PEN

YED
IA

BARAN
G
/JASA

(M
ETO

D
E
PRAKU

ALIFIKASI)

PELAKSAN
A

M
U
TU

BAKU

PESERTA
N
e

U
RAIAN

PRO
SED

U
R

PO
KJA

|
PELELAN

/
KEPALA

|
PPK

APIP
|

PA/KPA
|
G
U
BERN

U
R
|
KELEN

G
KAPAN

|
w
akru

|
ourpuT

|
KETERAN

G
AN

U
LP

G
AN

U
LP

/
SELEKSI

1.
Penyedia

barang/jasa
D
okum

en
D
okum

en

m
em

asukan
dokum

en
oe

kualifikasi
Kualifikasi

prakualifikasi m
elalui LPSE

2.
Pokja

m
engunduh

dan
D
okum

en
Berita

Acara

m
engevaluasi

dokum
en

kualifikasi;
Evaluasi

prakualifikasiyang
telah

a
xX

b
Kertas

Kerja
Kualifikasi

dikirim
kan

oleh
Penyedia

<>
Evaluasi

barang/jasa
Kualifikasi

a}
Jika

lengkap
proses

dilanjutkan
b)

Jika
tidak

lengkap, pokja
dapat m

em
inta

penyedia
untuk

m
elengkapi

kekurangan
dokum

en
prakualifikasi

3.
41.

M
elakukan

pem
buktian

atas
2

1
D
okum

en
Berita

Acara

kualifikasi sesuaidengan
kualifikasi;

Pem
buktian

dokum
en

kualifkasi.
U
ndangan

kKualifikasi

2.
M
elaksanakan

pem
buktian

Pem
buktian

Surat

kualifikasiterhadap
peserta

q

Kualifikasi;
Klarifikasi

yang
m
em

enuhipersyaratan
b

<
a

Kertas
Kerja

kepada

kualifikasi
:

Evaluasi
penerbit

a)
Jika

tidak
ada

peserta
yang

Kualifikasi
dokum

en

lulus
pem

buktian
kualifikasi

{apahbila

m
aka

pelelangan
dinyatakan

diperlukan)

gagal (dim
asukkan

dalam
BAH

P/BAH
S)

dan
dilaksanakan

prakualifikasi
ulang;

b)
Jika

m
asih

ada
peserta

yang
lulus

m
aka

dilanjutkan
dengan

penetapan
dan

pengum
um

an
hasil

prakualifikasi.
1



PELAKSAN
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M
U
TU

BAKU
PESERTA

N
o

PRO
SED

U
R

aint
ral

KEPALA
PPK

APIP
PA/KPA

G
U
BERN

U
R
|
KELEN

G
KAPAN

|
W
AKTU

O
U
TPU

T
KETERAN

G
AN

U
LP

/
SELEKSI

4.
Pokja

m
engum

um
kan

hasil
Berita

Acara
Pengum

um
an

prakualifikasi m
elalui m

edia
:

Pem
buktian

D
aftar

Pendek

a)
w
ebsite

Pem
erintah

Provinsi
Kualifikasi

(untuk jasa

Kalim
antan

U
tara

konsultansi);

b)
papan

pengum
um

an
resm

i
Pengum

um
an

untuk
m
asyarakat;

serta
H
asil

c)
PortalPengadaan

N
asional

Prakualifikasi

m
elalui LPSE

5.
U
ndangan

pem
asukan

dokum
en

,
Berita

Acara
U
ndangan

penaw
aran

bagipeserta
yang

ro
Pem

buktian
Pem

asukan

lulus
kualifikasidisam

paikan
Kualifikasi

D
okum

en.

bersam
aan

dengan
Penaw

aan

pengum
um

an
hasil

prakualifikasi
6.

Penyam
paian

dokum
en

¥
D
okum

en
D
okum

en

penaw
aran

m
elaluiaplikasi

CI
Penaw

aran
Penaw

aran

SPSE
7.

M
elaksanakan

proses
D
okum

en
e
U
ndangan

e
D
apat

dibantu

pem
bukaan

dokum
en

Penaw
aran

rapat
tim

teknis

penaw
aran.

pem
bukaan

yang

5

dan
evaluasi

ditetapkan
dokum

en
oleh

PA/KPA
penaw

aran
e

Jangka
w
aktu

e
Berita

acara
evaluasi

pem
bukaan

disesuaikan
dokum

en
dengan

penaw
aran

kebutuhan

8.
M
elaksanakan

koreksi aritm
atik

D
okum

en
H
asil koreksi

Penaw
aran

aritm
atik

9.
M
elaksanakan

evaluasi
D
okum

en
e
Kertas

kerja
Pokja

U
LP

adm
inistrasi dan

m
elakukan

Penaw
aran

evaluasi
dapat

pem
eriksaan

lebih
lanjut.

b
Xx

a
adm

inistrasi,
|
m
elakukan

a)
Jika

tidak
ada

peserta
yang

atau
klarifikasi

m
em

enuhipersyaratan
adm

inistrasi m
aka

pelelangan
dinyatakan

gagal
kem

udian
dim

asukkan
dalam

Berita
Acara

H
asil

Pelelangan
/Seleksi;

b)
Jika

m
asih

ada
peserta

yang
m
em

enuhipersyaratan
adm

inistrasi m
aka

dilanjutkan
dengan

evaluasi
teknis.

e
G
agal lelang

terhadap
hal-

halyang
kurang

jelas
dan

m
eragukan

1

2
1



PELAKSAN
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N
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U
R

| es
|

PPK
PA/KPA

|
G
U
BERN

U
R
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KELEN

G
KAPAN

|
w
AKTU

|
ouTpuT

|
KE

TERAN
G
AN

/
SELEKSI

10.
| M

elaksanakan
evaluasiteknis

D
okum

en
«
Kertas

kerja

dan
m
enganalisis

dokum
en

[3]
Penaw

aran
evaluasi

penaw
aran

peserta.
adm

inistrasi,

a)
Jika

tidak
ada

peserta
yang

atau

lulus
evaluasi teknis

m
aka

»
G
agal lelang

pelelangan
dinyatakan

gagal
«
Surat

(dim
asukkan

dalam
b

a
Klarifikasi

BAH
P/BAH

S);
kepada

b)
Jika

m
asih

ada
peserta

yang
penerbit

lulus
evaluasi teknis

m
aka

dokum
en

dilanjutkan
dengan

evaluasi
{apabila

harga.
diperlukan)

11.
|
M
elaksanakan

evaluasiharga
D
okum

en
e
Kertas

kerja

(term
asuk

didalam
nya

evaluasi
,

Penaw
aran

evaluasi

kew
ajaran

harga) dan
bY\_a

adm
inistrasi,

m
enganalisis

harga.
atau

a)
Jika

tidak
ada

peserta
yang

G
agal lelang

lulus
evaluasiharga

m
aka

pelelangan
dinyatakan

gagal;
b)

Jika
m
asih

ada
peserta

yang
lulus

evaluasiharga
m
aka

dilanjutkan
dengan

L
m
enyusun

BAH
P/BAH

S

12.
| M

enyusun
BAH

P/BAH
S

D
okum

en
BAH

P/BAH
S

Penaw
aran,

Kertas
Kerja

Evaluasi

cy
Penaw

aran

13.
|
M
enyatakan

bahw
a
pelelangan

D
okum

en
BAH

P/BAH
S

dinyatakan
gagal (dim

asukkan
co

Penaw
aran,

dalam
BAH

P/BAH
S)

dan
Kertas

Kerja

dilakukan
tindak

lanjut
Evaluasi

pelelangan
gagal.

Penaw
aran
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O
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14.
|
M
enindaklanjuti

BAH
P/BAH

S
U
sulan

calon
|Ketentuan:

Pelelangan/seleksi
Ly

pem
enang

a)
Pokja

U
LP

a)
Jika

Pengadaan
U
sulan

calon
m
engusulkan

Barang/Pekerjaan
pem

enang
calon

Konstruksi/Jasa
Lainnya

pem
enang

bernilai diatas
100

M
ilyar

kepada

Rupiah
atau

Jasa
PA/KPA

Konsultansi bernilai
diatas

m
elaluiKepala

Rp
10

M
ilyar

m
aka

U
LP

dan

m
enyusun

usulan
calon

ditem
buskan

pem
enang

kepada
PA/ KPA

kepada
PPK

m
elaluiKepala

U
LP

dan
dan

APIP

ditem
buskan

kepada
PPK

b
a

untuk

dan
APIP;

Pengadaan

b)
Jika

Pengadaan
Barang/Pekerj

Barang/Pekerjaan
aan

Konstruksi/Jasa
Lainnya

Konstruksi/Ja

bernilaikurang
dariRp

100
sa

Lainnya

M
ilyar

atau
Jasa

bernilai
di

Konsultansi bernilai di
atas

Rp
100

baw
ah

10
M
ilyar

m
aka

m
enetapkan

pem
enang

dan
m
engum

um
kannya.

M
ilyar

atau
Jasa
Konsultansi
bernilai

di
atas

Rp
10

M
ilyar;

b) Pokja
U
LP

m
enetapkan

pem
enang

untuk
Pengadaan
Barang/Pekerj
aan

Konstruksi/Ja
sa

Lainnya
bernilai
kurang

dari
100

M
ilyar

Rupiah
atau

Jasa
Konsultansi
bernilai di
baw

ah
10

M
ilyar.

PPK

1
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KEPALA

|
PPK

apie
|

PA/KPA
|
G
U
BERN

U
R
|
KELEN

G
KAPAN

|
W
AKTU

|
O
U
TPU

T
U
LP

G
AN

U
LP

/
SELEKSI

15.
|

1)
M
enerim

a
usulan

calon
BAH

P/BAH
S

Surat usulan

pem
enang

dan
B

calon

m
enyerahkannya

kepada
pem

enang

PA/ KPA.
2)

dan
3) M

enerim
a
tem

busan
usulan

calon
pem

enang.

16.
|
M
enerim

a
usulan

calon
BAH

P/ BAH
S,

e
N
ota

dinas
PA/KPA

dapat

pem
enang

berdasarkan
usulan

nota
kepada

APIP
|
m
em

inta

Pokja
U
LP

:

dinas
dan

surat
dan

PPK
APIP

untuk

a)
Jika

setuju
m
akan

PA
usulan

calon
e
Surat

m
elakukan

m
enetapkan

Pem
enang;

pem
enang

penetapan
pengecekan

b)
Jika

tidak
setuju

dengan
pem

enang
pada

toses

usulan
Pokja

U
LP

dengan
pem

ilihan

alasan
yang

sesuaidengan
a

penyedia

ketentuan
peraturan

sebelum

perundang-undangan
m
aka

ba
4

PA/KPA

m
em

erintahkan
Pokja

U
LP

*
b

m
enetapkan

m
elaluiKepala

U
LP

untuk
pem

enang

evaluasiulang
atau

m
enyatakan

pelelangan
gagal.

17.
|
M
enerim

a
Surat

Penetapan
Lem

bar
Lem

bar

Pem
enang

dan
disposisi dan

disposisi dan

m
endisposisikannya

ke
Pokja

chy
suratpenetapan

surat

U
LP.

pem
enang

penetapan
pem

enang

18.
|
M
engum

um
kan

hasil
Lem

bar
Pengum

um
an

pelelangan /seleksi.
disposisi dan

pem
enang

suratpenetapan
yang

akan

4
pem

enang
ditayangkan

—
pada

W
ebsite

K/L/D
/i

dan
Papan
Pengum

um
an

Resm
i

19.
|
M
enerim

a
pernyataan

untuk
¥

Lem
bar

Lem
bar

evaluasiulang/lelang
gagal dan

C4
disposisi

disposisi

m
endisposisikannya

ke
Pokja

dan, surat
dan

surat
U
LP.

pernyataan
pernyataan

evaluasi
evaluasi

ulang/lelang
ulang/lelang

gagal
gagal
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T
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G
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U
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20.
|
M
elakukan

evaluasiulang
atau

Lem
bar

Persiapan
dilakukan

tidak
lanjut

LJ
disposisi

evaluasi

pelelangan
gagal

dan
surat

ulang//lelang
pernyataan

gagal
evaluasi

Persiapan
ulang/lelang

evaluasi
gagal

ulang/ /lelang
gagal

21.
|
M
erasa

dirugikan
atas

hasil
Pengum

um
an

Surat
1
hari setelah

pem
ilihan/seleksi dan

sanggahan
pengum

um
an

m
enyam

paikan
sanggahan

sam
pai 3

hari

kepada
Pokja

U
LP.

untuk

cy
lelang / seleksi
sederhana

dan
5
hari untuk

lelang/seleksi
um

um

22.
|
M
enerim

a
sanggahan

peserta
BAH

P
dan

surat
Suratjaw

aban
|

1
hari setelah

pelelangan/
seleksi.

sanggahan
sanggahan

diterim
anya

a) Jika
sanggahan

ternyata
sanggahan

tidak
benar

m
aka

proses
sam

pai
3
hari

pem
ilihan

berlanjut
ke

m
asa

a
untuk

sanggah
banding;

?
lelang/ seleksi

b.Jika
sanggahan

dinyatakan
sederhana

dan

benar
m
aka

b
5
hari untuk

pelelangan
dinyatakan

gagal.
lelang/seleksi
um

um

23.
|
M
enyatakan

bahw
a
pelelangan

Surat
Pernyataan

dinyatakan
gagal(dim

asukkan
bd

sanggahan
dan

gagal lelang

dalam
BAH

P/BAH
S)

Cc
suratjaw
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